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Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural:
Inspirasi dari Kota Yogyakarta
Erisandi Arditama•
Abstract
The issue of administration and working management are not the only matters of bureaucracy complex-
ity. However, in Yogyakarta it is also about the internalization of palace cultural interest into it. Hence,
this article offers socio-cultural perspective as an alternative one in studying the city’s bureaucracy
reformation and is hopefully useful for larger scope of Indonesian bureaucracy. By initiating the idea of
deconstructive frame work, this study analyzes the strategies of Yogyakarta’s current mayor in term of
braking down priyayi’s values in the city’s bureaucracy. At last, this study emphasizes that good
leadership exemplary is the major key to actualize an open bureaucracy and serving mission at the same
time.
Keywords:
bureaucracy reformation; deconstructive frame work; priyayi’s values.
Abstrak
Kompleksitas persoalan birokrasi tidak hanya berada pada persoalan administrasi dan
manajemen kerja, melainkan juga terletak pada persoalan internalisasi budaya kraton di
dalam birokrasi. Oleh sebab itu, artikel ini menawarkan perspektif sosio-kultural sebagai
perspektif alternatif dalam mengkaji reformasi birokrasi sekaligus bagi studi birokrasi di
Indonesia. Dengan menggunakan kerangka pikir dekonstruksi, kajian ini menganalisis
strategi Walikota Yogyakarta dalam menghancurkan tata nilai priyayi pada birokrasi di
Kota Yogyakarta. Sebagai penutup, artikel ini menegaskan bahwa keteladanan
kepemimpinan menjadi kunci utama bagi upaya mewujudkan birokrasi yang terbuka
dan membawa misi pelayanan.
Kata Kunci:
reformasi birokrasi; dekonstruksi; tata nilai priyayi.
Pendahuluan
Di dalam ragam kajian mengenai studi
birokrasi, kita seringkali menemukan
kompleksitas persoalan birokrasi yang
berimplikasi pada buruknya kinerja
birokrasi. Namun, ada sedikit birokrasi
pemerintah daerah dengan kinerja yang
cukup baik. Pratikno (2005); (2007); (2008)
menjelaskan banyak kajian yang
menganggap kinerja birokrasi yang baik
sebagai keberhasilan penerapan good gover-
nance. Di sisi lain, belantara pustaka
mencatat juga banyak kajian yang
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menggugat good governance sebagai solusi
terbaik bagi perbaikan birokrasi seperti
Goetz (1995); Weiss (2000); dan Crawford
(2000). Pelajaran dari perdebatan tersebut
adalah: reformasi birokrasi begitu mendesak
dilakukan.
Namun, sangat jarang kajian yang
mencoba menjelaskan reformasi birokrasi
dari sisi sosio-kultural. Padahal, lokal banyak
menyajikan nilai-nilanya yang dapat menjadi
tawaran solusi untuk memperbaiki birokrasi.
Salah satu inspirasi lokal muncul dari temuan
menarik mengenai birokrasi pemerintah
Kota Yogyakarta yang melakukan terobosan
progresif untuk meningkatkan pelayanan.
Hal ini menarik, mengingat Yogyakarta
diasosiasikan dengan poros pemberlakukan
birokrasi berbasis priyayi yang dikenal
dengan istilah “birokrasi Mataraman”.
Istilah birokrasi Mataraman sendiri telah
menjadi stigma yang dapat menyudutkan
birokrasi. Perjuangan pembenahan kerja
birokrasi pemerintah Kota Yogyakarta
menjadi menarik dalam upaya menepis
stigma tersebut. Hal ini tidak dapat
dilepaskan dari prinsip walikota yang
memandang birokrat adalah pelayan
masyarakat, bukan menjadikan birokrasi
sebagai legitimasi status sosial seseorang.
Narasi tulisan ini mencoba memahami
birokrasi Mataraman serta upaya yang
dilakukan walikota untuk membongkar
konstruksi pikir tata nilai priyayi pada
birokrasi pemerintahan. Upaya ini untuk
menegaskan bahwa keduanya tidak dapat
disamakan. Tata nilai priyayi adalah hal
mengenai budaya yang mencoba
melestarikan nilai kebangsawanan,
sedangkan birokrasi terkait dengan institusi
pelayanan. Untuk membahas proses
pembongkaran makna, tulisan ini
menggunakan kerangka dekonstruksi -
meminjam filsafat Derrida- dan
merekonstruksi makna baru birokrasi sebagai
institusi pelayanan.
Upaya dekonstruksi menjadi kajian
menarik sekaligus mendesak untuk menjadi
aksi nyata. Proses dekonstruksi tentu saja
bukanlah persoalan mudah. Ada dinamika
dan tantangan dalam merekonstruksi
makna baru birokrasi yang terbuka dan
mengedepankan makna pelayanan.
Berpijak dari alasan tersebut, tulisan ini
bermaksud menjawab satu pertanyaan
mendasar: bagaimana dekonstruksi tata
nilai priyayi terhadap birokrasi
pemerintahan dilakukan oleh Walikota
Yogyakarta?
Memahami Birokrasi Mataraman
Secara konseptual, birokrasi seringkali
dikaji dari perspektif organisasi. Thomson
menyatakan bahwa organisasi birokrasi
disusun sebagai suatu hierarki otoritas yang
begitu terperinci. Agar terjadi relasi,
diperlukan sistem hubungan yang lebih
tinggi agar memberi perintah kepada yang
lebih bawah, sedangkan yang lebih bawah
harus melaporkan apa yang telah
dikerjakan sesuai perintah yang diterima
(Santosa, 2008: 11).
Birokrasi model Weberian juga
mendefinisikan birokrasi sebagai organisasi
yang sengaja dibentuk untuk mencapai satu
tujuan fungsional tertentu. Birokrasi bersifat
hierarkis, ada pembagian kerja secara detail,
dan mereduksi individu-individu menjadi
sekrup kecil dalam mesin besar (penugasan
yang spesifik). Jabatan kantor dalam suatu
birokrasi cenderung menjadi pekerjaan
seumur hidup (Wrong, 2003: 49).
Birokrasi pun berkarakter kaku, formal,
hierarkis, dan berjenjang. Yang
diselenggarakan berdasarkan aturan,
bagian, unsur, dan yang terdiri dari pakar
terlatih (spesialisasi) di bidangnya. Ia juga
merupakan alat kontrol atasan yang
memiliki karakter hierarkis (Sedarmayanti,
2009: 67). Dengan karakter hierarkis inilah,
peran dan wewenang pemimpin atas yang
dipimpin begitu kuat dan menonjol.
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Di sisi lain, sejarah pembentukan
birokrasi di Yogyakarta memberikan
penjelasan, betapa karakter kaku dalam
birokrasi juga dipengaruhi oleh kepentingan
kraton (Sutherland, 1983; Dwiyanto, 2008).
Suwarno (1994) begitu rinci menggambar-
kan struktur birokrasi Yogyakarta dari masa
Mataram hingga pasca integrasi
Yogyakarta dengan RI, yang awal
pembentukannya untuk mengelola urusan
pemerintahan, melayani raja, dan
keluarganya. Soemardjan (2009) juga
menceritakan perilaku umum kaum priyayi
dalam posisinya sebagai elit sosial dan
birokrat di Yogyakarta.
Keempat karya tersebut menjelaskan
betapa budaya birokrasi yang berpriyayi di
Yogyakarta berkaitan erat dengan
pengaruh kraton sebagai pusat nilai. Dalam
budaya Jawa, dari restu kraton, legitimasi
atas kuasa didapat (Anderson, 1990; Kusno,
2007). Birokrasi pun bekerja untuk penguasa
dan bukan untuk masyarakat (Wibawa,
2005: 44). Birokrat yang berpriyayi di
Yogyakarta menjadi niscaya, apalagi
ditambah dengan jabatan dan pemberian
gelar kebangsawan bagi birokrat yang
berjasa kepada pemerintahan, seperti
Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) untuk
tingkat bupati, serta mobil dan perabotan
dinas yang diberi simbol berupa lambang
kraton (Dwiyanto, 2008: 97).
Dalam telaah pustaka, kajian tentang
priyayi tidak dapat dilepaskan dari karya
Clifford Geertz (1959). Argumentasinya
mengenai klasifikasi sosial masyarakat Jawa
menegaskan bahwa priyayi adalah
aristokrat Jawa. Nuansa kebangsawanan
ditandakan dengan pertama, para tuan
tanah dalam sistem feodal Jawa. Kedua,
seseorang yang memiliki keturunan
langsung para raja-raja besar Jawa sebelum
masa penjajahan. Ketiga, mereka yang
dipekerjakan oleh Belanda sebagai
instrumen administrasi (Geertz, 1959: 308).
Kelompok ketiga ini bukanlah priyayi
melalui garis keturunan bangsawan, sebab
kehidupan priyayi berdasarkan keturunan
makin langka. Maka, Kartodirdjo
menegaskan: kelompok yang ketiga ini
berusaha melestarikan gaya hidup priyayi
demi statusnya, tetapi terbatas pada
formalitas dan upacara-upacara (Damono,
2000: 161). Selain sebagai kelas elit yang
berbudaya yang berasal dari budaya Jawa
(Koentjaraningrat, 1975: 15), priyayi
merupakan kaum terpelajar di masyarakat
sebab mendapatkan akses pendidikan pada
masa penjajahan.
Penjajah menjadikan kaum priyayi
sebagai instrumen administrasi
kekuasaannya. Pada titik ini, definisi priyayi
makin meluas, termasuk orang kebanyakan
(umum) yang ditarik ke dalam struktur
birokrasi akibat aristokrat asli telah habis
(Mulder, 2001: 308). Termasuk para pegawai
pemerintahan dan para guru yang
menerima gaji (Geertz, 1959: 308). Gaya
hidup priyayi dan menjadi priyayi adalah
sebuah kebanggaan sosial.
Fenomena menarik dijelaskan oleh
Sutherland (1983), bahwa kian banyak
muncul priyayi baru (priyayi profesional)
dari kalangan cendekiawan, seiring dengan
perkembangan masyarakat dan kebutuhan
pelaksana administrasi kolonial. Kelas
priyayi baru ini mempriyayikan diri,
dengan menyandang status sosial yang
tinggi, sebagai kaum intelektual Jawa yang
memiliki gelar akademis pendidikan tinggi
dan formal ala barat (Soemardjan, 2009:
147). Dalam konteks inilah, Dwipayana
(2001) memberikan kritik teoritik: perlu
pemisahan tegas antara priyayi dan
bangsawan. Status sosial sebagai priyayi
didapatkan dari keahlian, jabatan, dan
pendidikan. Sedangkan kebangsawanan
didapatkan secara askriptif.
Tata nilai kepriyayian pun menjadi
konstruksi berpikir yang dominan pada
birokrasi pemerintahan. Birokrasi dan
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jabatan publik dianggap sebagai ruang
untuk melegitimasi status sosial tersebut.
Mulder menyebutnya sebagai gejala
“Mataramisasi” yang ditandai dengan
perilaku memperlihatkan kekuasaan dan
menonjolkan derajat (Mulder, 2001: 107).
Istilah birokrasi Mataraman dikenalkan
oleh Mulder dengan empat karakter
utamanya: arogan, terobsesi oleh diri,
kedudukan dan kekuasaan, serta
kecenderungan berlagak. Kelompok ini juga
digambarkan dengan karakter suka
memamerkan kekayaan yang mereka
anggap justru sebagai prestise. Berpadu
dengan budaya “bapakisme” yang kaku,
elit birokrasi menjadi raja-raja kecil yang anti
kritik (Dwiyanto, 2008: 96).
Tumbuh suburnya birokrasi Mataraman
pun menjadi niscaya. Kepentingan kraton
(konteks historis) dan penguasa terhadap
birokrasi mempengaruhi budaya birokrasi
dan sistem politik (Sutherland, 1983; Mas’oed
dan MacAndrews, 2006; Varma, 2007). Oleh
sebab itu, birokrasi di Yogyakarta yang
tumbuh dalam pengaruh kraton memiliki
kesinambungan sejarah terhadap kinerja
birokrasi pada masa sekarang, termasuk nilai-
nilai di dalam birokrasi masa kini, terutama
dalam hal konstruksi struktur dan kultur
birokrasi (Dwiyanto, 2008: 10).
Memahami Dekonstruksi
Herry Zudianto melalui berbagai
pernyataan sering menyampaikan bahwa
kekuasaan harus bertransformasi menjadi
pelayanan. Baginya, makna kekuasaan
bermakna pelayanan. Penekanan pada
makna pelayanan dapat melahirkan sistem
pelayanan yang dapat diakses oleh semua
kelompok sosial, ekonomi, agama, budaya,
dan ideologi politik (Zudianto, 2008: 104). Hal
ini menjadi dasar dekonstruksi yang
dilakukannya yaitu membongkar makna
priyayi dan birokrasi, kemudian
merekonstruksi makna baru birokrasi sebagai
institusi pelayanan masyarakat.
Dalam tataran ide, Alimi menganggap
dekonstruksi sebagai proses mengaduk-
aduk, menembus, dan menjungkirbalikkan
kebekuan (fenomena statis yang telah
terkonstruksi) itu sendiri (Alimi, 2004: 10).
Dekonstruksi nantinya dapat mere-
konstruksi makna baru dan dapat
menggiring orang agar memandang
masalah sosial dalam kerangka pikir yang
telah ditentukan, seperti sebagaimana teori
hegemoni milik Gramsci (Patria dan Arief,
1999: 121).
Derrida berpendapat, dalam proses
dekonstruksi, bahasa sebenarnya sarana
untuk mendapatkan klarifikasi sebagai
balasan atas klarifikasi baru yang
diperlukan (Agger, 2009: 118). Sebab,
bahasa bersifat memenuhi dirinya sendiri
dan bahkan terbebas dari manusia. Sumber
bahasa bukanlah suara manusia, melainkan
berupa tulisan. Tulisan adalah bahasa yang
secara maksimal memenuhi dirinya sendiri
sebab tulisan menguasai ruang secara
maksimal (Hoed, 2011: 253). Sebagai
bahasa, tulisan tidak terdapat di dalam
pikiran manusia maupun gelombang
udara, melainkan berada di atas halaman.
Pada posisi inilah, tulisan akan lepas
dari penulisnya maupun pembicaranya.
Pada saat dibaca, tulisan langsung terbuka
untuk dipahami pembacanya secara bebas.
Bahasa sebagai pusat persembunyian
kepentingan, dibongkar maknanya yang
telah terkungkung oleh penunggalan tafsir
untuk menemukan makna baru yang bebas
dan kritis (Ibid). Proses itu terjadi dengan
cara membongkar (to dismantle) dan
menganalisis secara kritis (critical analysis)
suatu fenomena (Hoed, 2011: 76).
Dekonstruksi bukanlah sebuah metode
yang dilengkapi dengan perangkat-
perangkat konseptual yang serba
argumentatif dan koheren, melainkan anti
metode dan anti koherensi. Sebab,
pandangan ini bercorak ilmiah dan
positivistik (Santoso, 2009: 252). Sesuatu
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yang mapan (tunggal) dibongkar dan
memaknai makna dalam tanda secara
dinamis. Makna tidak hanya berdasarkan
pembedaan antar tanda semata yang
bersifat statis, melainkan berubah-ubah,
sesuai dengan kehendak pemakai tanda,
dalam ruang dan waktu (Hoed, 2011: 76).
Kajian mengenai filsafat dekonstruksi
erat kaitannya dengan kajian semiotika:
ilmu yang mempelajari tentang tanda dalam
kehidupan manusia. Pada pengertian dasar,
tanda sendiri merupakan pertemuan antara
bentuk tanda (tercitra dalam kognisi
seseorang) dan makna (isi, yang dipahami
oleh manusia pemakai tanda).
De Saussure mengenalkan dua elemen
pembentuk tanda secara umum, yaitu sig-
nifier (penanda atau bentuk tanda) dan sig-
nified (petanda atau makna tanda). Di dalam
kerangka semiotika inilah, proses interaksi
tanda selalu dianggap memiliki makna
sebagai suatu penurunan atau pertukaran
makna antar aktor yang ada (Piliang, 2010:
52-54).
Oleh sebab itu, kata kunci dari
semiotika adalah bentuk tanda dan makna
tanda (Hoed, 2011: 3). Tanda menjadi kajian
sentral dalam tulisan ini yaitu ia merupakan
sesuatu yang terdiri pada sesuatu yang lain
atau menambah dimensi yang berbeda pada
sesuatu, dengan memakai apapun yang
dapat dipakai untuk mengartikan sesuatu
yang lain (Berger, 2010: 1).
De Saussure menganggap tanda
sebagai sesuatu yang menstruktur (proses
pemaknaan berupa kaitan antara penanda
dan petanda) dan terstruktur (hasil proses
tersebut) di dalam kognisi manusia.
Hubungan antara bentuk dan makna
bersifat sosial dan didasarkan pada
kesepakatan (konvensi) sosial (Ibid). Hal ini
berarti, makna bersifat otonom dari tanda.
Suatu tanda dapat dimaknai secara dinamis
sehingga sering menyisakan konflik dan
terkadang menjadi dilema tersendiri
(Piliang, 2011: 49).
Pergulatan kekuasaan pada hakikatnya
merupakan permainan bahasa yang
dimainkan untuk melakukan dominasi
kekuasaan. Setiap pilihan bahasa
merupakan tanda, memiliki makna untuk
mengkonstruksi fenomena sosial yang
diinginkan oleh pemakai tanda (Santosa,
2008: 27). Bahkan kekuasaan merupakan
sebuah permainan bahasa (language games)
dari apa yang telah terucap, yang di
dalamnya terdapat jalinan yang saling
mengkonstruksi untuk mencapai maksud
dan kepentingan tertentu (Lyotard, 1989:
103).
Upaya dan Dinamika Dekonstruksi
Upaya dekonstruksi oleh walikota tidak
hanya dilakukan pada tataran ide saja. Ada
aksi, reaksi, dan reproduksi makna baru
secara terus menerus secara dinamis, sampai
mencapai idealita yang dikehendaki
walikota.
“Sekat-sekat birokrasi sudah harus
dihilangkan. Sekarang birokrat harus
inklusif dan duduk sejajar dengan
masyarakat. Kebijakan-kebijakannya ya
yang seperti saya bilang, seperti sego
segawe, prinsip pelayanan inklusif dan
optimal, dan sebagainya. Saya sering
panggil bawahan dengan sebutan
rekan-rekan kerja biar lebih akrab”.1
Dekonstruksi yang dilakukan oleh
walikota merupakan upaya untuk
merekonstruksi makna baru birokrasi:
bersifat terbuka, disiplin, dan optimal dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Isyarat bahasa dengan
mengungkapkan bahwa Walikota sebagai
“kepala pelayanan masyarakat Kota
Yogyakarta”, digunakan sebagai titik awal
untuk melakukan dekonstruksi. Cara
pandang walikota tentang konsepsi
kekuasaan menjadi pijakan idealita untuk
1 Wawancara dengan Walikota Yogyakarta Herry
Zudianto, Senin, 13 Desember 2010, 15.30 WIB.
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menghancurkan nilai-nilai birokrasi
Mataraman. Di titik ini, paradigma
kekuasaan yang bertransformasi menjadi
makna pelayanan harus diupayakan di
dalam birokrasi (Zudianto, 2008).
Selain itu, keteladanan kepemimpinan
menjadi daya utama yang menggerakkan
upaya dekonstruksi.
“Keteladanan dari pemimpin senjata
paling ampuh untuk mengenalkan
nilai-nilai yang hendak diwujudkan”.2
Oleh sebab itu, sebagai kepala pelayan,
walikota memimpin misi pelayanan yang
harus ada di dalam birokrasi. Upaya
dekonstruksi untuk merubah paradigma
birokrat dilakukan dengan beberapa cara,
antara lain:
a. Prinsip Pelayanan
Salah satu hal yang menjadi perhatian
walikota adalah bagaimana mengkomuni-
kasikan ide atau gagasan yang ingin
diwujudkannya kepada birokrat dan
masyarakat luas. Baginya, hal ini harus
dilakukan sebab dengan cara tersebut ada
proses transfer nilai sehingga makna di balik
penanda tersampaikan dan dipahami oleh
para birokrat dan juga masyarakat luas.
Makna pelayanan harus menjadi konstruksi
pikir para birokrat sebagai pelayan
masyarakat untuk menghancurkan nilai-
nilai kaku dan eksklusif pada birokrasi
Mataraman.
“Sebagai pelayan masyarakat, maka
masyarakat harus diwongke. Birokrat
harus egaliter, inklusif, dan maksimal
dalam pelayanan. Ada nilai-nilai yang
dijunjung, kejujuran (transparansi), dan
keteladanan”.3
Prinsip-prinsip pelayanan pun
disosialisasikan melalui media, salah satunya
melalui banner yang bertuliskan
“Dahulukan Masyarakat, Mudahkan
Pelayanan, Utamakan Pencapaian, Untuk
Indonesia”. Penanda ini diletakkan di pintu
masuk kantor walikota, ruang depan Dinas
Perizinan, ruang tamu di instansi pemerintah
Kota Yogyakarta.
Gambar 1.
Bersama Walikota Yogyakarta Herry
Zudianto dengan latar belakang Ba-
nner Sosialisasi Prinsip-Prinsip
Pelayanan
Ada yang menarik dari bentuk tanda
yang terletak di bagian atas tulisan pada
banner tersebut. Tanda itu berbentuk
“jantung hati” berkomposisi warna merah
putih, dan terdapat angka “1” pada posisi
tengah gambar tersebut.
“Iya, pak wali berulang kali bilang kalau
merah putih itu jangan hanya berkibar
di luar saja. Jangan hanya jadi bendera
saja. Seharusnya juga menjadi bagian
dari hati kita. Cinta merah putih, cinta
bangsa dan Negara”.4
Penanda tersebut untuk motivasi
birokrat agar melayani dengan pelayanan
2 Wawancara dengan Walikota Yogyakarta Herry
Zudianto, Senin, 13 Desember 2010, 15.30 WIB.
3 Wawancara dengan Walikota Yogyakarta Herry
Zudianto, Senin, 13 Desember 2010, 15.30 WIB.
4 Wawancara dengan Pak Bob, staf  Bagian Humas,
Jumat, 19 Agustus 2011, 13.30 WIB.
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terbaik. Penanda tersebut juga memiliki
motivasi kebangsaan yaitu satu bangsa
dalam nilai-nilai ke-Indonesiaan.
“Sebenarnya Pak Wali sangat
menekankan pada pentingnya
pelayanan. Sistem pelayanan, tata
ruang, dan perabot juga didesain untuk
mendukung hal tersebut”.5
Upaya mensosialisasikan prinsip
pelayanan juga bertujuan agar masyarakat
mengetahui bahwa birokrasi sedang
berbenah.
“Sangat perlu untuk mengkomuni-
kasikan gagasan kepada birokrat
sendiri dan masyarakat. Prinsip layanan
itu dapat dipahami bagi yang membaca,
bahwa kita sedang berbenah dan
berkomitmen untuk pengabdian dan
pelayanan”.6
Walikota sendiri lebih suka dipanggil
sebagai kepala pelayan daripada dipanggil
sebagai walikota (Zudianto, 2008: 43).
Untuk itulah, dalam konteks upaya
mewujudkan birokrasi yang melayani,
pembentukan Dinas Perizinan menjadi
salah satu capaian gemilang untuk
membuktikan bahwa janji pelayanan tidak
sekedar retorika belaka. Sistem pelayanan
terpadu dengan sistem satu pintu satu atap
yang dilengkap dengan fasilitas online.
Adanya fasilitas routing slip berupa lembar
kendali digunakan untuk memantau setiap
proses atau tahapan perizinan. Kepastian
waktu bagi setiap proses perizinan menjadi
jelas dan terukur.
b.  Panggilan Rekan-rekan Kerja
Panggilan yang sering dilakukan oleh
walikota kepada bawahan di jajaran
birokrasi adalah dengan menggunakan
panggilan “rekan-rekan kerja”. Panggilan
tersebut juga diiringi dengan sikap ramah
dan intonasi bersahabat. Ada yang menarik
tatkala walikota mengenalkan Mas Eko
sebagai asisten beliau:
“Ini rekan saya yang mengurusi jadwal.
Kalau soal jadwal, saya manut sama Mas
Eko ini. Silakan koordinasi saja secara
langsung.” 7
Penanda ini memiliki makna bahwa
walikota berupaya mewujudkan suatu
kondisi dan budaya kerja yang egaliter dan
bersahabat. Budaya patronase maupun
bapak-isme diminimalkan dengan mengede-
pankan relasi kemitraan. Walikota berupaya
agar struktur hierarkis yang kaku dan
eksklusif, sebagaimana karakter dasar
organisasi birokrasi Mataraman, dapat
diminimalkan.
Gaya santai, obrolan menggunakan
bahasa Indonesia, gaya bicara ringan dan
tidak tampak diatur baik intonasi maupun
pemilihan kata, merupakan petanda bahwa
walikota ingin mewujudkan suasana yang
terbuka dan bersahabat. Tidak bersifat alus,
kaku, dan eksklusif seperti birokrat terobsesi
menirukan gaya kebangsawanan priyayi
pada birokrasi Mataraman.
“Gaya Pak Herry memang begitu,
egaliter. Anak kecil aja diajak bercanda.
Anak-anak muda diajak diskusi dan
disapa dulu. Tidak militer seperti
walikota-walikota sebelumnya. Saya
saja pernah satu mobil sama beliau, saat
ada acara, dan saya ada halangan dengan
kendaraan saya”.8
5 Wawancara dengan Pak Hardono, Sekretaris
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pada hari Rabu,
3 November 2010 pukul 14.00 WIB.
6 Wawancara dengan Walikota Yogyakarta, Senin,
13 Desember 2010,15.30 WIB.
7 Peristiwa ini terjadi saat peneliti menghadiri semi-
nar yang mengundang beliau di kampus Universi-
tas Negeri Yogyakarta, pada hari Minggu, 7 No-
vember 2010
8 Wawancara dengan Mas Hageng, staf Bagian
Humas, Jumar, 19 Agustus 2011, 15.00 WIB.
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Fenomena ini merefleksikan adanya
sinergitas kinerja untuk mewujudkan visi
misi walikota dalam suasana kerja yang
terbuka berbasis teamwork. Para birokrat
yang diwawancara bersikap ramah dan
bersedia diwawancara dengan mengobrol
dan jalan santai. Rekonstruksi makna
birokrasi pelayanan melembaga: nilai-nilai
baru ini tidak selesai pada ide walikota saja,
melainkan menjadi budaya baru birokrasi
dan menggerakkan birokrat untuk ikut
mengadopsi nilai-nilai tersebut.
c.  Seragam Birokrat
Konstruksi seragam walikota beserta
jajaran birokrasi pemerintah Kota
Yogyakarta menarik. Struktur seragam
mengkonstruksikan identitas baru birokrasi:
bersifat inklusif, baik dari sisi jenis seragam
maupun struktur kelengkapan seragam.
Identitas baru ini untuk menghilangkan
bentuk tanda (penanda) -sebagai bagian




keseharian terdiri dari pin merah putih di
dada sebelah kiri, pin bertuliskan “hijau
kotaku” disematkan di dada bagian kanan,
serta papan nama menunjukkan identitas
diri di bagian tengah. Pin sebelumnya
bertuliskan “hijau kotaku” diganti pin baru
berwarna hijau yang bertuliskan “semangat
gotong royong agawe majune Ngayogyakarto
Segoro Amarto” dengan bahasa lokal yang
sarat makna.
“Menjadi pemimpin bagi masing-
masing individu dalam suatu daerah
lokal (lingkungan sekitar) sehingga
nantinya dari hal-hal yang kecil menjadi
kontribusi untuk hal-hal yang besar
dengan saling mengisi”.9
Gambar 2.
Pin yang disematkan di dada kiri
sebagai kelengkapan seragam
Selain itu,
“Pak Herry juga pesan bahwa dengan
pin ini jangan ada lagi kalimat “kerja
saya” melainkan harus merupakan
“kerja kita”. Ini penting untuk
memotivasi jiwa kerja sama dan gotong
royong. Soliditas tim menjadi
penting”.10
Terdapat tiga jenis seragam, antara lain
berupa seragam coklat (keki) untuk hari
Senin, batik lengan pendek untuk hari
Selasa, abu-abu untuk hari Rabu, Kamis
memakai baju biasa polos lengan pendek
dan bebas rapi untuk hari Jum’at. Khusus
untuk para pemimpin SKPD, hari Jumat
memakai kemeja lengan panjang dilengkapi
dasi.
“Struktur seragam seperti ini terkesan
lebih ramah dan enak untuk dilihat. Jika
memakai batik pun, kami menjaga
untuk memakai batik yang tidak
berkilau, terkesan mahal, berbahan
sutra bagai yang perempuan. Tetapi
9 Wawancara dengan Mas Hageng, staf Humas,
Jumat, 19 Agustus 2011, 15.00 WIB.
1 0 Wawancara dengan Pak Bob, staf Humas, Jumat,
19 Agustus 2011, 13.30 WIB.
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yang biasa saja. Tidak ada perbedaan
dan bisa membaur dengan yang
lainnya”.11
Kebijakan seragam seperti ini begitu
menarik. Hal ini dapat menjadi inspirasi
bagi daerah lain yang masih bersikukuh
dengan seragam keki maupun identitas
Korpri.
d.  Akses Aduan
Birokrasi dianggap sebagai institusi
yang kaku dan tertutup merupakan
karakter birokrasi Mataraman. Untuk
menghancurkan nilai-nilai tersebut, walikota
membuka akses informasi bagi masyarakat
luas, melalui telepon aduan langsung kepada
Walikota (08122780001/27400), E-mail,
Facebook, dan Twitter. Akses aduan ini




Pelayanan aduan di nomor adudan
selama 24 jam. Akun Twitter dengan akun
@herry_zudianto, begitu dipenuhi mention.
Beliau sering menulis tweet, baik tweet yang
berisi pendapat pribadi mengenai suatu
problematika sosial, maupun sekedar
membalas mention para followers-nya
mengenai berbagai hal.
Di meja kerja walikota tampak sebuah
notebook, sambungan internet melalui
komputer, dan sebuah laptop. Hal ini untuk
memudahkan walikota dalam mengakses
internet, khususnya untuk berinteraksi
dengan masyarakat melalui dunia maya.
“Semua itu ya untuk menghilangkan
sekat-sekat birokrasi dengan
masyarakat. Masyarakat harus percaya
pada birokrasi akan merespon persoalan
yang ada, karena birokrasi bagian dari
masyarakat. Kepercayaan masyarakat
akan menumbuhkan partisipasi aktif
dalam pembangunan”.12
Program “Walikota Menyapa” di RRI
setiap hari Senin (pukul 07.30 WIB) dan
Kamis pukul 10.30 WIB (di luar Ramadhan
pukul 21.00 WIB) untuk menjalin
komunikasi efektif dengan masyarakat.
Banyak saran dan masukan yang ditampung
secara bottom up. Bagi walikota, menyapa
masyarakat adalah salah satu cara untuk
menumbuhkan kepercayaan masyarakat
secara pribadi sekaligus terhadap birokrasi
Kota Yogyakarta yang dipimpinnya.
Tatkala upaya dekonstruksi dilakukan
(aksi), ada reaksi beragam dari para birokrat.
Terbukanya akses aduan di satu sisi ternyata
dirasakan cukup berat oleh beberapa birokrat
yang ditempatkan di Bagian Humas. Sebab,
aduan ini berlaku selama 24 jam. Birokrat di
Bagian Humas harus selalu mendampingi
kegiatan dinas walikota.
1 1 Wawancara dengan Bu Siwi, Sekretaris Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkot
Yogyakarta, hari Kamis, 14 April 2011 pukul 13.00
s.d. 16.00  WIB.
1 2 Wawancara dilakukan pada hari Senin, 13
Desember 2010, 15.30 WIB.
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“Aduan berlaku 24 jam. Kami juga
harus mendampingi kegiatan dinas
walikota. Yah berat mas, kegiatan
walikota bukan hanya kunjungan ke
instansi, tetapi juga ke seluruh
kecamatan dan kelurahan. Juga kalo
pak wali diundang oleh warga. Tugas
Bagian Humas secara bergantian untuk
mendampingi”.13
Kesetaraan serta kemudahan akses
informasi menjadi kunci utama menumbuh-
kan kepercayaan. Saat masyarakat percaya,
maka partisipasi masyarakat dalam
pembangunan akan meningkat. Bagi
birokrat-birokrat di bagian Humas, hal ini
merupakan strategi untuk mewujudkan
kepercayaan masyarakat dan mendukung
rekonstruksi makna baru birokrasi sebagai
institusi pelayanan yang komunikatif.
e.  Absensi dan Pengawasan Disiplin
Birokrasi dalam makna lama sebagai
organisasi yang kaku dan tertutup. Selain
birokrasi harus berbenah agar terdepan
dalam optimalisasi pelayanan, penegakan
disiplin di internal birokrasi juga harus
disikapi secara serius. Pemerintah Kota
Yogyakarta membuat mekanisme yang
digunakan sebagai sistem kontrol
kedisiplinan dan kinerja birokrasi yang
meliputi sistem kontrol secara eksternal dan
internal. Mekanisme ini untuk membidik
sikap birokrasi yang cenderung kaku, anti
kritik, eksklusif, dan tertutup.
Sistem kontrol eksternal berupa akses
aduan masyarakat secara langsung kepada
walikota, program walikota menyapa, dan
sebagainya. Sedangkan sistem kontrol inter-
nal berupa pengawasan dari Inspektorat,
BKD, dan absensi harian. Menarik untuk
dicermati, absensi harian ini memiliki dua
bentuk, yakni absensi manual dan absensi
digital. Absensi digital diisi oleh setiap
birokrat pada setiap awal masuk dinas setiap
hari pukul 07.30 dan ketika akan pulang
(waktu jam dinas berakhir) pukul 15.30.




Absensi digital ini menggunakan
teknologi layar sentuh dan dipasang di
seluruh instansi di lingkungan pemerintah
Kota Yogyakarta. Jika ada yang rusak seperti
pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
maka dilakukan absensi secara manual.
Beragam reaksi dari para birokrat.
“Ndak mas, kami bekerja ikhlas kok.
Berusaha selalu disiplin waktu dan
mengutamakan pelayanan. Ditambah
dengan adanya absesnsi online, maka
kami termotivasi untuk selalu disiplin
waktu. Alat itu menjadi kontrol, juga
sistem kontrol yang efektif untuk taat
aturan”.14
Data absensi harian dikumpulkan oleh
bagian kesekretariatan setiap instansi dan
setiap bulan diserahkan kepada BKD.
Pengawas pada setiap instansi ditunjuk oleh
sekretaris masing-masing instansi untuk
mengawasi kedisiplinan birokrat, termasuk
keterlambatan, izin tidak masuk, maupun
1 3 Wawancara dengan Pak Bob, staf Bagian Humas,
Jumat, 19 Agustus 2011, 13.30 WIB.
1 4 Wawancara dengan Mas Didik, staf Dinas
Ketertiban, pada saat informan sedang
mengamankan jalannya sego segawe, pada hari
Jumat, 11 Maret 2011, 14.30 WIB.
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pulang terlebih dahulu sebelum jam dinas
berakhir. Data rekapitulasi bulanan itu
menjadi landasan dalam memberikan
sanksi disiplin bagi birokrat yang melanggar
disiplin dan etika pegawai.
Namun, ada beberapa birokrat yang
lebih menghendaki absensi dilakukan secara
manual. Sebab, absensi digital rentan
mengalami kecurangan. Titip absen
dianggap lebih sulit dilakukan pada absen
manual sebab ada identitas lengkap dan
tanda tangan yang ditulis dengan tulisan
tangan. Tentu saja, tulisan tangan tiap or-
ang berbeda sehingga lebih mudah
mengidentifikasi sekaligus mengawasi
kedisiplinannya.
Terlepas dari perbedaan pendapat
mengenai sistem kontrol, poin penting dari
fenomena ini adalah upaya kontrol secara
internal bertujuan untuk meningkatkan
kinerja birokrat. Sebagai bagian dari
institusi pelayanan, birokrat harus selalu
menjaga kedisiplinannya dan tidak anti
kritik.
f.  Sego Segawe
Sego segawe merupakan semangat yang
menurunkan program pembebasan
kawasan Balaikota dari lalu lintas
kendaraan bermotor, termasuk segala
kendaraan dinas berplat merah. Program
pembebasan ini dilaksanakan setiap hari
Jumat, dimulai dari dalam kawasan
Balaikota, hingga sepanjang jalan raya
bagian timur Balaikota. Walikota pun tidak
mengendarai mobil dinas, melainkan
bersepeda dari rumah dinas menuju kantor
didampingi beberapa orang ajudan.
Aktivitas ini membuka ruang tegur sapa saat
berpapasan.
Untuk menyebarkan secara luas
semangat sego segawe, walikota juga
mendukung pembuatan jalur khusus sepeda
di jalanan raya di wilayah Kota Yogyakarta.
Beliau menggagas kotak khusus
pengendara sepeda di setiap pemberhentian
lampu lalu lintas Kota Yogyakarta.
Fenomena ini menandakan, semangat sego
segawe tidak hanya membidik para birokrat,
melainkan juga masyarakat luas agar
paham pentingnya berolah raga, menjaga
kesehatan, dan memelihara udara bebas
polusi. Pesan ini disampaikan secara
persuasif melalui reklame sego segawe yang
bertuliskan: “dengan bersepeda memper-
baiki kualitas udara, penghermatan energi,
serta meningkatkan derajat kesehatan”.
Ajakan ini begitu persuasif sekaligus
kontradiktif dengan gaya kepemimpinan
tradisional kerajaan yang menghendaki
gagasan dan kebijakan harus ditaati. Jika
tidak, daya paksa seringkali menggunakan
kekuatan represif. Namun, dilema justru
terletak pada para birokrat yang hanya
“terpaksa” sebab himbauan langsung dari
atasan (walikota). Pada titik ini, yang terjadi
bukanlah kesadaran ideologis. Terhadap
fenomena ini walikota mengatakan,
“Saya sudah mencontohkan. Saya juga
sudah mengajak rekan-rekan sebagai
abdi negara untuk sadar arti penting
sikap inklusif dan budayakan hidup
sehat. Kalau secara individu tidak
sepakat, paling tidak proses
pembelajaran terus menerus semoga
membuahkan hasil”.15
Kebijakan secara persuasif dilakukan
untuk menghilangkan sekat-sekat
eksklusivitas pada birokrasi. Ada proses
transfer nilai melalui rekonstruksi makna
dari walikota kepada para birokrat.
Pemaknaan baru (rekonstruksi) terus
bergulir secara dinamis seiring waktu dan
kesadaran birokrat dalam memahami pesan
di balik makna sego segawe.
Tantangan Dekonstruksi
Studi di lapangan menemukan ada
perubahan perilaku birokrat sebagai capaian
1 5 Wawancara dengan Walikota Yogyakarta Herry
Zudianto, Senin, 13 Desember 2010, 15.30 WIB.
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dekonstruksi. Birokrasi yang sebelumnya
bergaya birokrasi-priyayi, didekonstruksi
sehingga menjadi institusi pelayan
masyarakat. Secara paradigmatik terjadi
pola perubahan perilaku birokrat:
berorientasi pelayanan, mau dikritik,
terbuka, serta lebih disiplin. Terobosan
pelayanan pada Dinas Perizinan misalnya,
sistem pelayanan satu pintu satu atap,
fasilitas routing slip untuk mengetahui
kepastian waktu bagi setiap proses
perizinan, serta fasilitas perizinan secara
online, menjadi capaian yang gemilang. In-
dex Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi
acuan evaluasi bagi daya pelayanan di Dinas
Perizinan. Data mengenai rekapitulasi
kepuasan masyarakat menunjukkan respon
positif, dengan skor rata-rata 79.16
Namun, proses dekonstruksi terhadap
konstruksi makna lama birokrasi bukanlah
sesuatu yang mudah. Makna lama birokrasi
menjadi dalam beberapa hal, masih menjadi
konstruksi pikir yang masih lestari. Tidak
mudahnya proses dekonstruksi yang
dilakukan, menunjukkan betapa mem-
budayanya nilai-nilai priyayi pada birokrasi.
Proses dekonstruksi yang masih
menyisakan tata nilai priyayi dalam
birokrasi, menjadi dilema tersendiri. Misalnya
fenomena seperti fasilitas dinas berupa ruang
kerja, perabotan kerja dalam ruang dinas,
dan mobil dinas yang eksklusif. Potensi gaya
mewah diimbangi dengan semangat sego
segawe dan reproduksi makna pelayanan
secara terus menerus; misalnya banner yang
terpampang, pin, seragam inklusif, serta
himbauan walikota di setiap apel, upacara,
dan sebagainya.
Di lain sisi, semangat sego segawe dirasa
kurang efektif. Kendaraan bermotor masih
banyak diparkir di area parkir yang memang
disediakan (seberang timur dan utara jalan
Balaikota). Fenomena ini bermakna sekadar
“pindah parkir”, bukan proses rekonstruksi
makna dari semangat sego segawe, yaitu nilai-
nilai kesederhanaan dan berwawasan
lingkungan. Beruntung, walikota memiliki
komunikasi yang terjalin baik dengan
komunitas pesepeda seperti JFLR yang sering
membantu menyebarkan semangat sego
segawe secara luas.
Ketaatan kepada atasan dalam hal dinas
adalah kewajiban semua birokrat. Hal ini
rentan pada kembalinya budaya patronase
dan konstruksi bapak-isme di dalam birokrasi.
Oleh sebab itu, melalui proses dekonstruksi,
walikota menyertainya dengan sikap
keterbukaan dan egaliter, seperti memanggil
bawahan dengan sebutan “rekan-rekan
kerja”. Sikap dan gaya bicara walikota yang
cenderung santai dan menyukai obrolan
ringan dapat mencairkan suasana. Gaya
walikota secara implisit menekankan pada
pentingnya suasana akrab dan komunikatif.
Paradigma teamwork juga menjadi
landasan kerja instansi-instansi di lingkungan
pemkot Yogyakarta. Pada Dinas Perizinan
misalnya, sering diadakan kegiatan In House
Training untuk meningkatkan kekompakan
sebagai teamwork. Dinas Sosial, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi memiliki kebijakan
lain: pendidikan kilat (diklat) maupun train-
ing-training lain yang pernah diikuti oleh
birokrat di lingkungan Dinsosnakertrans
diarsipkan. Kemudian,  birokrat tersebut
diwajibkan menerapkan ilmu pada instansi
tempat dia bekerja, sekaligus sebagai ruang
transfer pengalaman kepada sesama rekan
kerjanya.
Beberapa informan bercerita bahwa
masih ada birokrat yang seringkali
melanggar disiplin. Jenis pelanggaran
kedisiplinan misalnya sering pulang dahulu
sebelum jam dinas berakhir dan kembali lagi
ke kantor hanya untuk mengisi absen17. Ada
juga laporan bahwa seorang birokrat tidak
1 6 Wawancara dengan Pak Hardono, Sekretaris
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, pada hari Rabu,
3 November 2010 pukul 14.00 WIB.
1 7 Wawancara dengan Bapak Hardono, Sekretaris
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Jumat, 7 Januari
2011, 14.30 WIB.
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masuk kantor beberapa hari. Setelah
dikonfirmasi, ternyata birokrat tersebut
tetap masuk kerja, hanya saja lupa kode
absen digital tersebut. Data pada absensi
digital pun selalu menunjukkan birokrat
yang bersangkutan tidak masuk kantor18.
Setelah dipaksa mengaku dengan jujur,
birokrat tersebut akhirnya mengakui
kekhilafan atas kecurangannya.
“Itulah mengapa bagi saya untuk
kontrol kedisiplinan birokrat
mekanisme absensi manual lebih
efektif. Karena berupa tulis tangan dan
dilengkapi paraf atau tanda tangan.
Mudah memeriksa dan memantau.
Juga sulit untuk meniru tulisan
seseorang”.19
Fenomena ini menunjukkan bahwa
masih ada birokrat malas dan merasa
“nyaman” ketika melanggar disiplin.
Fenomena birokrat yang malas dan tidak
memiliki kedisiplinan merupakan gejala
bahwa ada internalisasi nilai yang belum
berjalan dengan baik. Maka, pemahaman
birokrat atas rekonstruksi makna baru
belum tentu sama antara birokrat yang satu
dan yang lain. Hal ini menjadi sebuah
dinamika dalam upaya dekonstruksi.
Walikota juga menyadari, bahwa
tantangan terberat dalam membenahi
birokrasi adalah merubah secara gradual
sesuatu yang telah dianggap wajar: obsesi
pembesaran diri, seperti malas, tidak
disiplin, dan sebagainya. Fenomena ini
menyadarkan kita pada sebuah kenyataan,
betapa kuatnya konstruksi nilai-nilai
birokrasi Mataraman sebelumnya. Namun,
upaya dekonstruksi untuk merubah
paradigma birokrasi tetaplah perlu. Upaya
ini menjadi agenda mendesak untuk
memperbaiki birokrasi.
Oleh sebab itu, tulisan ini hadir untuk
mengisi celah atas limitasi studi mengenai
reformasi birokrasi, dengan menawarkan
perspektif sosio-kultural sebagai perspektif
alternatif. Perspektif ini begitu
menyadarkan, betapa reformasi birokrasi
bukan hanya persoalan administrasi dan
manajemen kerja saja. Melainkan juga
meliputi nilai-nilai lokal dan kekuatan




birokrasi di Indonesia berbeda antara
daerah yang satu dengan daerah yang lain,
ada titik kesamaan yang dimilikinya:
internalisasi budaya kerajaan ke dalam
sistem pemerintahan. Sehingga, watak
birokrasi cenderung menempatkan dirinya
lebih tinggi dari masyarakat umum.
Dualisme orientasi nilai pun memunculkan
standar ganda. Birokrasi berperilaku
layaknya elit sosial yang minta dilayani;
sedangkan di sisi lain birokrasi harus
memahami kebutuhan masyarakat yang
dilayaninya. Perilaku ini memunculkan
ambivalensi, karena tidak ada pemisahan
yang tegas antara kepentingan kedinasan
dengan kepentingan pribadi (Dwiyanto,
2008: 92-93). Atas dasar fenomena ini,
reformasi birokrasi di Indonesia seyogyanya
menjadi agenda mendesak untuk
diupayakan, agar masyarakat dapat
dilayani dengan baik.
Birokrasi di Indonesia merupakan
pertemuan antara karakter birokrasi
Weberian dengan karakter birokrasi yang
berakar pada budaya lokal (Dwiyanto,
2008: 94-95). Karakter birokrasi yang
berakar pada budaya lokal juga terbentuk
di Kota Yogyakarta. Internalisasi budaya
Jawa ke dalam birokrasi menyebabkan
1 8 Wawancara dengan Ibu Siwi, Sekretaris Dinas
Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Kamis, 14
April 2011, 13.00 WIB.
1 9 Wawancara dengan Ibu Erna, Staf Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, 18 April 2011, 14.30
WIB.
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terbentuknya karakter birokrasi yang
berpriyayi, seperti yang diistilahkan oleh
Mulder sebagai birokrasi Mataraman. Oleh
sebab itu, membudayanya tata nilai priyayi
di dalam birokrasi menjadi alasan utama
upaya dekonstruksi birokrasi pemerintah
Kota Yogyakarta. Upaya dekonstruksi yang
dilakukan oleh Walikota Yogyakarta telah
membuahkan hasil dengan enam strategi
dekonstruksi. Capaian utamanya adalah
misi pelayanan menjadi ruh kerja birokrasi.
Keteladanan kepemimpinan menjadi
faktor penting bagi keberhasilan reformasi
birokrasi. Cara pandang walikota yang
memandang kekuasaan bermakna
pelayanan, menjadi daya gerak bagi upaya
reformasi birokrasi. Walikota menyatakan
dirinya sebagai kepala pelayan masyarakat
kota Yogyakarta sekaligus memimpin
upaya untuk mewujudkan misi pelayanan
di dalam birokrasi pemerintah Kota
Yogyakarta. Upaya dekontsruksi tata nilai
priyayi dilakukan untuk merekonstruksi
birokrasi yang terbuka dan mengedepan-
kan misi pelayanan.
Namun, dalam beberapa hal, upaya
dekonstruksi belum optimal. Hal ini terjadi,
dikarenakan pertama, betapa mem-
budayanya tata nilai priyayi terhadap
birokrasi. Kedua, upaya dekonstruksi tata
nilai priyayi terhadap birokrasi bukanlah
persoalan yang mudah. Membenahi budaya
birokrasi berarti merubah secara gradual
budaya birokrasi Mataraman selama ini.
Walaupun upaya dekonstruksi tidaklah
mudah, upaya ini tetaplah perlu untuk terus
diupayakan agar birokrasi menjadi terbuka,
tidak anti kritik, serta mengedepankan misi
pelayanan.
Dari kajian ini dapat disimpulkan
bahwa, upaya memperbaiki birokrasi di In-
donesia memerlukan daya upaya yang
menyeluruh (tidak setengah-setengah).
Diawali dari keteladanan kepemimpinan,
kemudian menghancurkan tata nilai
kerajaan yang meniscayakan kebang-
sawanan dan obsesi pembesaran diri, serta
diakhiri dengan upaya membangun
birokrasi yang berparadigma pelayanan.
Keteladanan kepemimpinan harus
menggerakkan upaya dekonstruksi secara
terus menerus dan merekonstruksi nilai-nilai
pelayanan pada birokrasi, sehingga upaya
reformasi birokrasi tidak berkutat pada
teknis-administratif saja, melainkan menjadi
kerja nyata dalam ikhtiar memperbaiki
kinerja birokrasi di Indonesia.
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